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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan dijelaskan pada 

bab sebelumnya bahwa Pemekaran daerah Kabupaten PALI dalam perspektif 

politik maka peneliti dapat, sedikitnya ada dua kesimpulan yang ditarik 

sebagai berikut:  

1. Pemekaran Kabupaten PALI pada awalnya berasal dari aspirasi-

aspirasi masyarakat sendiri yang mengingkan adanya pelayanan yang 

lebih baik oleh pemerintah dan perubahan yang signifikan. Melalui 

pemekaran Kabupaten PALI diharapkan akan membawa perubahan 

yang signifikan dari segala lini aspek bukan hanya dari segi 

insfratruktur namun juga seluruh aspek pelayanan masyarakat seperti 

pelayanan pendidikan, kesehatan, administrasi lapangan kerja sehingga 

aspirasi-aspirai yang dahulu dicita-citakan dapat dirasakan. Kendatipun 

demikian, pemekaran Kabupaten Pali bukan hanya muncul dari 

aspirasi dari masyarakat namun kepentingan politik ikut menyertai 

aspirasi tersebut untuk mendapat jabatan dan kekuasaan baru di 

institusi pemerintah. 

2. Proses pemekaran Kabupaten PALI mengalami perjalanan yang sangat 

panjang mulai dari pembentukan FKKB- PALI dan Dewan Presedium” 

untuk mensosialisasikan mendapat dukungan dari seluruh elemen 

masyarakat.  
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3. Disamping itu juga, pemekaran Kabupaten PALI bukan hanya berasal 

dari masyarakat sendiri. Namun aspirasi tersebut didukung juga dari 

aspek seperti aspek yuridis, efektivitas dan efisiensi, dan aspek politis. 

Terlepas dari hasil di atas, proses dan aspirasi-aspirasi baik masyarakat 

sendiri dan aktor politik lainnya masih mendapatkan hambatan, disatu 

sisi yaitu faktor internal seperti adanya ketidaksamaan pandangan pada 

masyarakat dalam penentuan letak Ibu Kota dan disisi lain yaitu faktor 

eksternal dengan keluarnya peraturan dan kebijakan Menteri Dalam 

Negeri menegnai perlu adanya Moratorium untuk peninjauan daerah 

sebelum terbentuknya kabupaten baru. 

 

B. Saran 

Saran-saran yang dapat peneliti berikan lewat penelitian ini, antara lain : 

1. Pemerintah Kabupaten PALI perlu mendengarkan keluhan dari seluruh 

masyarakat tentang pelayanan publik agar eksistensi masyarakat lebih 

terjamin dan kesejahteraan dapat tercapai sebagaimana mestinya. 

Disamping itu juga, Pemerintah Kabupaten Pali diharapkan lebih 

mengoptimalkan seluruh kebijakan daerah untuk mencapai 

pertumbuhan perekonomian masyarakat lebih baik, seluruh pelayanan 

public diperbaiki dan akses insfratruktur agar perekonomian rakyat 

hidup demi terwujudnya nilai-nilai yang lebih baik. 

2. Selain itu juga, pemerintah harus lebih fokus terhadap peningkatan 

Sumber Daya Manusia dan pemanfaatan Sumber Daya alam demi 
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kesejahteraan bersama. Bukan hanya itu saja, namun pencapaian yang 

telah dijalankan oleh Kabupaten PALI diharapkan dipertahankan dan 

berusahan terus untuk memberikan pelayanan baik melalui sarana dan 

prasarana demi terwujudnya good governance sebagaimana konsep 

utilitarianisme Jeremy Bentham yaitu the greatest happiness for the 

greates numbers. 
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